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A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat dikemukakan kesimpul annya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan bagi anggota POLRI yang melakukan tindak
pidana, pelaksanaannya pada prinsipnya tidak berbeda dengan
pelaksanaan penyidikan pada masyarakat pada umumnyahanya sgja
terdapat kekhususan terhadap pelaksanaan penyidikan terhadap anggota
POLRI yaitu dengan memperhatikan peraturan disiplin dan kode etik
Kepolisian. Bagi anggota POLRI yang melakukan tindak pidana yang
sifatnya ringan proses penyelesaianya dilakukan oleh pelayanan
pengaduan dan penegakan disiplin (P3D). Anggota POLRI yang
melakukan tindak.pidana dengan ancaman hukuman penjara di atas 3 (
bulan), maka penyel esaiannya sesuai dengan proses peradilan pidana.

2. Hambatan yang dialami penyidik dalam melaksanakan _penyidikan
terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidanayaitu :

a Kurangnyaaat bukti untuk melakukan proses penyidikan.

b. Memerlukan waktu yang lama apabila terdakwa tidak kooperatif.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-saran

sebagai berikut:

61



1.

2.

8

62

Peranan POLRI bersama instans terkait dalam pelaksanaan penyidikan
hendaknya dilakukan secara berkesinambungan agar perbuatan tindak
pidana yang dilakukananggota POLRI tidak selalu terjadi/terulang.

Agar pelaksanaan penyidikan bagi anggota POLRI dapat terlaksana
dengan baik dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat, sebaiknya oknum
anggota POLRI yang melakukan tindak pidana ringan ataupun berat
diperlakukan sama dihadapan hukum seperti - halnya masyarakat
biasa/sipil, baik proses penyel esainnya maupun penerapan sanksinya.
Adanya kerja sama yang terarah antara POLRI dan masyarakat pada
umunya guna untuk menemukan anggota POLRI yang melakukan tindak
pidanayang melarikan diri sehingga dapat ditemukan dan dapat diproses

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
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